	KEPUTUSAN KETUA UMUM

	ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

	NOMOR : KEP-46/OP/KU/2000

	TENTANG

	 

	KETENTUAN JABATAN RANGKAP

	 

	KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

	 

	Menimbang
	:
	1.
	bahwa jabatan-jabatan rangkap Pengurus/DPP, baik intern ORARI maupun antar organisasi akan menimbulkan berbagai kerugian di kedua belah fihak.

	 
	 
	2.
	bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi mekanisme kepengurusan di lingkungan ORARI, perlu diadakan pengaturan mengenai jabatan rangkap intern dan dengan extern organisasi.

	 
	 
	 
	 

	Mengingat
	:
	1.
	Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 1967 tentang Radio Amatirisme di Indonesia(Lembaran Negara tahun 1967 nomor 35, Tambahan Lembaran Negara nomor 2843) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1980(Lembaran Negara tahun 1980 nomor 30).

	 
	 
	2.
	Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi nomor KM.65/HK.207/MPPT-86 tentang Pelaksanaan Kegiatan Amatir Radio.

	 
	 
	3.
	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.

	 
	 
	4.
	Keputusan Rapat kerja ORARI Pusat tahun 1999.

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	M E M U T U S K A N  :

	 
	 
	Dengan mencabut Instruksi Ketua Umum ORARI No.INS-01/OP/KU tanggal 30 Januari 1989 tentang Larangan Jabatan Rangkap.

	 
	 
	 
	 

	Menetapkan
	:
	KEPUTUSAN KETUA UMUM ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA TENTANG KETENTUAN JABATAN RANGKAP.

	PERTAMA
	:
	Tidak dibenarkan jabatan rangkap antara Pengurus atau DPP ORARI dengan Pengurus atau DPP suatu organisasi komunikasi radio bukan ORARI.

	KEDUA
	:
	Jabatan rangkap dalam intern Organisasi sebaiknya dihindarkan, namun bila terpaksa dilakukan, maka dapat dilakukan dengan ketentuan:

	 
	 
	a.
	Jabatan rangkap antara DPP ORARI dengan Pengurus ORARI tingkat organisasi di bawahnya, tidak dibenarkan

	 
	 
	b.
	Jabatan rangkap DPP ORARI dengan DPP ORARI tingkat organisasi di bawahnya diperlukan izin dari Ketua ORARI masing-masing tingkat organisasi yang berkepentingan

	 
	 
	c.
	Jabatan rangkap Pengurus ORARI dengan Pengurus ORARI tingkat organisasi di bawahnya, diperlukan izin dari Ketua ORARI masing-masing tingkat organisasi yang berkepentingan.

	 
	 
	d.
	Jabatan rangkap Pengurus ORARI dengan DPP ORARI tingkat organisasi di bawahnya, diperlukan izin dari KEtua ORARI masing-masing tingkat organisasi yang berkepentingan.

	KETIGA
	:
	Menugaskan kepada Ketua ORARI Daerah seluruh Indonesia untuk memasyarakatkan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

	KEEMPAT
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	Ditetapkan di
	:  Jakarta

	 
	 
	 
	 
	Pada tanggal
	:  31 Januari 2000

	 
	 
	 
	 
	ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

	 
	 
	 
	 
	KETUA UMUM,

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Cap & Ttd

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Soegito - YFØAL


	SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

	1.
	Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

	2.
	Para KaKanwil Dep.Hub;

	3.
	Para Ketua ORARI Daerah;

	4.
	Distribusi A dan B ORARI Pusat.


